NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
DESA CIPTA KARYA
DENGAN
INSTITUT SHANTI BHUANA

i —————— S ——— i T— N e e T W EEER < ST ———— e S i L W e T —— A —— e — i ————— L N T —— . U — ——

Nomor: 145/15/CK-Pemdes/2021
Nomor: 010C/ISB/REK/EX01/2021

TENTANG
PENINGKATAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Selasa, tanggal lima belas, bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu, yang
bertanda tangan di bawah ini:

I. Benyamin Kalvin.
Kepala Desa Cipta Karya dalam hal ini bertindak untuk dan Desa Cipta Karya, yang
beralamat di Desa Cipta Karya, Kecamatan Sungai Betung. Kabupaten Bengkayang, Provinsi
Kalimantan Barat. selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Marianus Dinata Alnija, S.S., M.Hum.
Rektor Institut Shanti Bhuana Bengkayang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Institut Shanti Bhuana Bengkayang yang beralamat di Jalan Bukit Karmel Nomor 1, Sebopet,
Bengkayang, 79211, Kalimantan Barat selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan peraturan perundang — undangan sebagai berikut:

I. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan:;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor

14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020,

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 725/M/2020

tentang ijin perubahan bentuk Sekolah Tinggi [lmu Manajemen Shanti Bhuana di Kabupaten
Bengkayang menjadi Institut Shanti Bhuana di Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan

Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Santo Yohanes Salib.
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Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam rangka
meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lnstitut Shanti Bhuana
Bengkayang dan Desa Cipta Karya, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang, dalam
batas kemampuan masing-masing pihak dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal |
MAKSUD DPAN TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk menyelenggarakan kegiatan bidang pendidikan dan pengajaran,
penclitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen Institut Shanti Bhuana Bengkayang
dengan Desa Cipta Karya, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PERJANIJIAN

Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:
|. Pendidikan dan Pengajaran

2. Penelitian
3. Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 3
DASAR PELAKSANAAN KERJASAMA

|. Seluruh kegiatan sebagaimana diuraikan Pasal 2 dirumuskan dalam rencana kerja yang

disusun dan disetujui bersama oleh kedua belah pihak.
2. Rencana kerja dimaksud pada Ayat (1) adalah rencana tahunan yang disusun 5 (lima) tahun |

sesuai dengan jangka waktu berlakunya perjanjian kerjasama ini. |

3. Pelaksanaan kerjasama secara rinci yang mencakup pembagian fugas, tanggung jawab,
rencana program, dan pelaksanaan kegiatan teknis akan dituangkan dalam
Addendum/Kontrak yang disepakati dan ditandatangani bersama.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

| PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap tahapan pelaksanaan
kegiatan ketetapan waktu, dan alokasi biaya sesuai dengan rencana usulan kegiatan, dan

berdasarkan petunjuk operasional.
5 PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berhak melakukan supervisi terhadap kegiatan yang

dilaksanakan.
3 PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan kemajuan kegiatan sctiap

periode yang ditetapkan sesuai dengan waktu dan jenis kegiatan yang dilakukan.
4 PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berhak mengajukan usul-usul dalam rangka

pelaksanaan kegiatan.
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Pasal 5
PELAKSANAAN KEGIATAN

I. Kedua belah pihak sepakat untuk mengembangkan komunikasi konsultasi, koordinasi. dan
evaluasi dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal .

2. Kegiatan dilaksanakan kedua belah pihak secara sinergis dimana teknis pelaksanaannya akan
dhatur oleh kedua institusi.

3. Perubahan terhadap kegiatan yang telah disepakati sebelum kegiatan selesai harus
mendapatkan kesepakatan pada kedua belah pihak.

4. Hasil penelitian bersama dikomunikasikan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD),
seminar, workshop, webinar, meet atau kegiatan lainnya yang sejenis.

5. Melakukan evaluasi hasil kerjasama dan rencana kerjasama selanjutnya.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

| Kegiatan di atas berlangsung selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal
ditandatanganinya MoU/Nota Kesepahaman antara Kepala Desa Cipta Karya, Kecamatan
Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang dan Rektor Institut Shanti Bhuana Bengkayang
sebagai payung hukum kerjasama int.

2. Perpanjangan waktu kerjasama dapat dilakukan dalam waktu selarnbat-lambatnya 3 (tiga)
bulan sebelum habis masa berlakunya MoU/Nota Kesepahaman antara Desa Cipta Karya,
Kecamatan Sungai Betung dan Institut Shanti Bhuana Bengkayang dan, Kabupaten
Bengkayang.

Pasal 7
HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

I. Hasil kegiatan yang berupa data, informasi, dan teknologi dapat diakses kedua belah pihak.

2. Pengajuan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) hasil kerjasarna, dilakukan oleh institusi
dari peneliti utama/ ketua tim/pencetus gagasan.

3. Dalam hal publikasi pemilik atau pencetus gagasan awal atau ketua tim berhak menempati

posisi utama, sedangkan pihak fasilitator menempati posisi anggota atau pendukung.

Pasal 8
PERBEDAAN PERSEPSI

|. Perbedaan persepsi yang mengarah pada ketidaknyamanan hubungan antara kedua belah
pihak akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

2. Dalam hal perbedaan persepsi tidak dapat dimusyawarahkan maka program kegiatan yang
bersangkutan dihentikan dan penyelesaiannya diserahkan berdasarkan  peraturan
perundangan yang berlaku.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

Apabila terjadi keadaan memaksa (Force Majeur) seperti bencana alam, kebakaran. dan lain-
lain, atau keadaan di Juar kendali kedua belah pihak, maka penyelesaiannya akan diatur

kemudian dengan perjanjian lainnya
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Pasal 10
PENUTUP

1. Apabila salah satu pihak karena sesuatu hal bermaksud merubah pelaksanaan yang telah
disepakati dalam surat perjanjian ini, maka harus melalui persetujuan kedua belah pihak.

2. Perubahan pelaksanaan kegiatan hanya dibenarkan bila telah dituangkan ke dalam addendum

surat perjanjian yang telah ditandatangani kedua belah pihak.

3. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah perjanjian pelaksanaan kegiatan ini akan diatur
kemudian oleh kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup setelah
ditandatangani oleh kedua belah pihak dibubuhi cap lembaga dan masing-masing dan
mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Bengkayang, 15 Januari 2021

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,
Kepala Desa Cipta Karya Rektor Institut Shanti Bhuana

Mariinm Dinata Alnija, S.S., M.Hum.
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